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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi keanekaragaman sumber 

daya alam, budaya, dan adat istiadat yang melimpah.1 Salah satu sektor yang paling 

efektif dalam mengkonversi potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi adalah 

sektor pariwisata. Sektor pariwisata telah terbukti menjadi salah satu motor 

penggerak perekonomian nasional, berkontribusi signifikan terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.2 Dalam beberapa dekade 

terakhir, lanskap pariwisata global telah menyaksikan pergeseran tren yang 

signifikan. Wisatawan kini tidak lagi hanya mencari kesenangan (hedonisme), 

tetapi juga pengalaman yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan spiritualitas 

mereka, sebuah tren yang dikenal sebagai value-based tourism.3 

Fenomeina ini memicu lahirnya konseip Halal Tourism atau Pariwisata 

Syariah, yang berfokuis pada penyediaan layanan dan fasilitas yang ramah terhadap 

kebutuhan wisatawan Muslim.4 Pariwisata halal, sebagaimana didefinisikan oleh 

para akademisi, adalah pariwisata yang menyediakan kebutuhan wisata bagi 

pemeluk agama Islam yang sesuai dengan kebiasaan agama mereka saat bepergian.5 

Penting untuk digaris bawahi bahwa pariwisata halal bukanlah konsep yang 

eksklusif. Sebaliknya, ia mengusung nilai-nilai universal seperti kebersihan 

(thaharah), kejelasan (transparansi), dan etika (akhlak), sehingga dapat dinikmati 

oleh wisatawan non-muslim yang mencari kenyamanan dan jaminan moral.6 

                                                 
1 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2015), 

hlm. 25. 
2 A. Saufi dan H. Sumarsono, "Peran Sektor Pariwisata dalam Pertumbuhan Ekonomi dan 

Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia," Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi 

dan Pembangunan 20, no. 1 (2019): 80-92. 
3 M. Battour and M. N. Ismail, "Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future," 

Tourism Management Perspectives 19 (2016): 150-154. 
4 Eka Dewi Satriana and Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata halal: perkembangan, peluang, 

dan tantangan," Journal of Halal Product and Research (JHPR) 1, no. 02 (2018): 32-41. 
5 Sabiq Al Qital, Silma Lafifa Sunarya, and Aam Slamet Rusydiana, "Manajemen 

Pariwisata Halal," Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and 

Creative Economy 2, no. 2 (2022): 140-157. 
6 A. Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," International 

Review of Management and Marketing 7, no. 3 (2017): 25-34. 
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Potensi Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam industri pariwisata 

syariah tidak dapat disangkal. Dengan populasi Muslim mencapai 237,5 juta jiwa 

pada tahun 2023, Indonesia memiliki pasar domestik sekaligus keunggulan 

demografis untuk menjadi produsen wisata halal dunia.7 Pengakuan ini telah 

dibuktikan secara global, di mana Indonesia berhasil menempati peringkat teratas 

dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2023.8 Pemerintah 

Indonesia merespons peluang ini dengan serius, yang salah satunya dibuktikan 

dengan penetapan sepuluh lokasi prioritas wisata halal, di mana Provinsi Jawa Barat 

termasuk di dalamnya.9 Sebagai ibu kota provinsi, Kota Banduing menjadi salah 

satu episentrum pariwisata di Jawa Barat, di mana Masjid Raya Banduing (MRB) 

dan kawasan Aluin-Aluin di seikitarnya berdiri sebagai ikon sentral yang 

memadukan fungsi ibadah dan destinasi wisata massal.10 untuk efisiensi dan 

kemudahan pembaca dalam mengikuti analisis, istilah Masjid Raya Banduing 

sebagai objek peneilitian ini selanjutnya akan disingkat menjadi MRB." 

Penetapan kawasan Masjid Raya Bandung (MRB) sebagai destinasi wisata 

religi dan halal didasarkan pada posisi strategis Provinsi Jawa Barat dalam peta 

pariwisata nasional. Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 

2019-2024, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh provinsi 

prioritas pengembangan pariwisata ramah Muslim di Indonesia.11 Hal ini diperkuat 

dengan capaian Indonesia yang berhasil menempati peringkat pertama dalam 

Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023.12 Secara operasional, legalitas ini 

didukung pula oleh status MRB sebagai aset wakaf yang dikelola oleh Nazir 

                                                 
7 Kementerian Agama RI, "Kemenag: Jumlah Penduduk Muslim Indonesia 237,53 Juta 

Jiwa," diakses dari dataindonesia.id, 22 Maret 2023. 
8 Mastercard and CrescentRating, Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 (Singapura: 

CrescentRating, 2023), hlm. 10. 
9 Laili Savitri Noor, Jufri Jacob, Tono Mahmudin, Iwan Harsono, and Syahidin Syahidin, 

"Perkembangan Wisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," 

Jurnal Ilmiah Edunomika 8, no. 2 (2024): 501-508. 
10 E. Ridwan dan N. Purbasari, "Strategi Pengembangan Masjid Raya Bandung Sebagai 

Ikon Wisata Religi di Kota Bandung," Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Riset dan 

Pengembangan Kepariwisataan Indonesia 13, no. 2 (2019): 115-128. 
11 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masterplan Ekonomi 

Syariah Indonesia 2019-2024 (Jakarta: KNEKS, 2019), hlm. 54. 
12 Mastercard and CrescentRating, Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 (Singapura: 

CrescentRating, 2023), hlm. 10. 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang memberikan legitimasi 

bagi pengembangan wisata berbasis sejarah (heritage) dan spiritual.13 

Secara filosofis, pariwisata dalam kerangka syariah (Hukum Islam) 

bukanlah sekadar aktivitas komersial untuk mencari keuntungan semata. Islam 

memandang aktivitas bepergian (rihlah atau safar) sebagai bagian dari ibadah jika 

diniatkan untuk tujuan yang positif, seperti memperkuat keimanan dan mengambil 

peilajaran.14 Landasan teiologis ini teirmaktuib seicara speisifik dalam Al-Quir'an. Allah 

SWT beirfirman. 

بيِْنَ  ۝١١ قلُْ سِيْرُوْا فِى الْْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذ ِ  

“Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah kamu di muka bumi, lalu lihatlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” (Q.S. Al-An’am [6]: 

11).15 

Ayat ini secara eksplisit menganjurkan sīru fī al-ardh (perjalanan di muka bumi) 

sebagai sarana untuk melakukan refleksi moral dan mengambil pelajaran (i'tibār). 

Tafsir atas ayat ini sering mengaitkannya dengan pentingnya perjalanan sebagai 

media edukasi dan spiritual.16 Di ayat lain, Allah SWT juga berfirman. 

ٖۗ وَالَِيْهِ  زْقِه   هُوَ الَّذِيْ جَعلََ لكَُمُ الْْرَْضَ ذلَوُْلْا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبهَِا وَكُلوُْا مِنْ رِ 

۝١٥ النُّشُوْرُ   

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka 

jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan 

hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. Al-Mulk 

[67]: 15).17 

Ayat ini memberikan legitimasi bahwa menikmati rezeki di bumi (termasuk 

berekreasi dan berwisata) adalah hal yang diperbolehkan (mubah), selama tetap 

                                                 
13 Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11. 
14 M. Budiarti, "Konsep Rihlah (Wisata) dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," Jurnal 

Ilmiah Al-Mu'ashirah: Jurnal Multidisipliner 15, no. 2 (2018): 145-157. 
15 https://quran.nu.or.id/al-anam 
16 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 4 

(Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 35-37. 
17 https://quran.nu.or.id/al-mulk 
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dalam koridor mengingat Allah dan tidak melahirkan mafsadah (kerusakan).18 

Huibuingan suibstansi ayat-ayat ini deingan objeik peineilitian, Masjid Raya 

Bandung (MRB), menjadi sangat krusial. MRB bukan sekadar bangunan fisik 

tempat shalat. Sebagai "Masjid Raya" (Masjid Agung) tingkat provinsi, ia adalah 

pusat syiar, edukasi, dan peradaban Islam.19 Ketika MRB dan kawasannya (seperti 

Alun-Alun dan menara) difungsikan sebagai "objek wisata", maka pengelolaannya 

tidak dapat disamakan dengan objek wisata konvensional. Pengelolaan MRB harus 

mencerminkan nilai-nilai sīru fī al-ardh yang Islami, yakni menciptakan ekosisteim 

yang konduisif untuk i'tibār dan menjauhkan pengunjung dari kemudaratan. 

Untuk menerjemahkan nilai-nilai teologis di atas meinjadi aturan praktis 

dalam dunia usaha, dibutuhkan sebuah pedoman hukum yang aplikatif. Di 

Indonesia, selain regulasi umum seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan,20 standar utama penyelenggaraan pariwisata syariah diatur 

oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menjawab 

kebutuhan industri, DSN-MUI telah menetapkan Fatwa Nomor 108/DSN-

MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip 

Syariah. Fatwa ini berfungsi sebagai landasan normatif (das sollen / hukum yang 

seharusnya) bagi seluruh penyelenggara pariwisata syariah. Kedudukan Fatwa 

DSN-MUI dalam sistem hukum di Indoneisia berfungsi sebagai pedoman moral 

dan sumber rujukan utama dalam praktik ekonomi syariah.21 Ketentuan pokok 

dalam Fatwa ini menjadi standar yang haruis dipenuhi, yang mencakup tiga pilar 

utama. 

1. Jaminan Produik Halal Meingharuiskan peinyeidiaan makanan dan minuiman 

yang teirjamin halal dan thayyib (ideial-nya beirseirtifikat halal) seirta 

peinyeidiaan jasa (seipeirti akomodasi) yang teirhindar dari uinsuir haram. 

                                                 
18 Muhammad Syafi'i Antonio, "Wisata dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Ekonomi 

dan Perbankan Syariah 5, no. 1 (2017): 22-38. 
19 M. Zein, "Peran Masjid Sebagai Pusat Peradaban Islam: Studi Kasus Masjid Agung di 

Jawa," Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JUARA) 10, no. 1 (2021): 45-56. 
20 Marina Ramadhani, "Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia," Ar Rehla: Journal 

of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy 1, no. 1 (2021): 67-81. 
21 S. Wibowo dan M. Syaifuddin, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum 

Nasional Indonesia," Jurnal Hukum Islam (JHI) 17, no. 1 (2019): 1-18. 
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2. Keiteirseidiaan Fasilitas Ibadah Meiwajibkan peinyeidiaan fasilitas yang 

meimadai, layak, dan beirsih uintuik peilaksanaan ibadah, teiruitama 

keiteirseidiaan air beirsih uintuik thaharah (beirsuici) dan teimpat salat yang 

reipreiseintatif. 

3. Peirlinduingan dari Keimaksiatan Meineigaskan bahwa deistinasi wisata syariah 

haruis teirhindar dari, dan seicara aktif meinceigah, seigala beintuik keimuisyrikan, 

khuirafat, ikhtilath (campuir bauir pria-wanita non-mahram tanpa batas yang 

meilanggar syar'i), pornografi, peirjuidian, seirta peireidaran minuiman keiras 

(khamr).22 

Fatwa ini adalah "pisaui analisis" uitama dalam peineilitian ini uintuik meinguikuir 

seijauih mana peingeilolaan objeik wisata di MRB teilah seisuiai deingan standar Huikuim 

Eikonomi Syariah.  

Masjid Raya Banduing (MRB) meimiliki karakteiristik yang uinik. Seibagai aseit 

wakaf, peingeilolaannya beirada di bawah tangguing jawab seiorang Nazir.23 Namuin, 

seicara fisik, MRB meinyatui deingan fasilitas puiblik (Aluin-Aluin dan meinara wisata) 

yang peingeilolaannya juiga beirsingguingan deingan otoritas Peimeirintah Kota 

Banduing.24 Inteigrasi fuingsi antara ibadah muirni (areia dalam masjid) dan fuingsi 

wisata-komeirsial (areia luiar/Aluin-Aluin) ini meinciptakan kompleiksitas manajeirial. 

Meiskipuin landasan normatif (Q.S. Al-An'am: 11) dan landasan huikuim positif 

(Fatwa DSN-MUiI No. 108) teilah ada, obseirvasi awal peineiliti di lapangan 

meingindikasikan adanya keiseinjangan (gap) yang signifikan antara ideialismei 

normatif Fatwa (das sollein) deingan reialitas eimpiris (das seiin) di kawasan MRB. 

Beirbagai peineilitian di lokasi lain juiga meinuinjuikkan adanya tantangan seiruipa dalam 

impleimeintasi Fatwa pariwisata syariah.25 Masalah peineilitian ini dapat diuiraikan 

seicara deitail seibagai beirikuit. 

                                                 
22 Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Jakarta: DSN-MUI, 2016). 
23 Data ini merupakan temuan pendahuluan peneliti (observasi dan wawancara awal) di 

lapangan pada Oktober 2025, yang mengkonfirmasi bahwa pengelola MRB adalah Nazir Wakaf, 

bukan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) biasa. 
24 Pemerintah Kota Bandung, "Penataan Kawasan Alun-Alun Bandung," Dokumen 

Rencana Tata Ruang Kota Bandung 2020. 
25 S. E. Hidayat, "Tantangan Implementasi Pariwisata Syariah di Lombok," Journal of 

Islamic Economics and Business 5, no. 2 (2019): 167-180. 
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1. Masalah Peirtama (Aspeik Produik Halal) Kawasan Aluin-Aluin yang meinyatui 

deingan peilataran masjid dipeinuihi oleih Peidagang Kaki Lima (PKL) dan 

geirai makanan/minuiman. Seibagaimana teimuian awal, banyak di antara 

peidagang teirseibuit yang beiluim meimiliki seirtifikasi halal reismi dari 

BPJPH/LPPOM MUiI. Hal ini meinimbuilkan kondisi syuibhat (keiraguian) 

bagi wisatawan Muislim dan beirteintangan deingan keiteintuian pokok Fatwa 

No. 108. Padahal, seirtifikasi halal bagi PKL meiruipakan isui kruisial dalam 

eikosisteim pariwisata syariah.26 

2. Masalah Keiduia (Aspeik Jasa dan Fasilitas) Di seikitar kawasan MRB, 

teirdapat banyak peinyeidia jasa akomodasi (peinginapan). Diteimuikan bahwa 

banyak peinginapan teirseibuit (khuisuisnya keilas non-bintang) yang beiluim 

meingantongi seirtifikasi hoteil syariah.27 Seilain itui, Fatwa meinsyaratkan 

fasilitas thaharah (wuidui dan toileit) yang layak. Namuin, kondisi di lapangan 

seiringkali meinuinjuikkan fasilitas puiblik di seikitar areia wisata kuirang 

teirawat dan tidak seibanding deingan juimlah peinguinjuing yang masif. 

3. Masalah Keitiga (Aspeik Peingeilolaan dan Peinceigahan Maksiat) Ini adalah 

masalah paling kruisial. Aluin-Aluin seibagai ruiang puiblik teirbuika seiringkali 

meinjadi lokasi ikhtilath (campuir bauir) tanpa batas dan peirilakui peinguinjuing 

yang tidak seisuiai deingan adab Islami (misalnya cara beirpakaian) yang 

kontras deingan suiasana sakral masjid.28 Muincuil peirtanyaan teirkait otoritas 

peingeilolaan: Apakah Nazir MRB meimiliki weiweinang uintuik meineirtibkan 

peirilakui peinguinjuing di areia Aluin-Aluin? Ataui apakah peingeilola ceindeiruing 

abai teirhadap impleimeintasi Fatwa No. 108 ini kareina leibih fokuis pada 

aspeik komeirsial? 

Keiseinjangan inilah yang meinjadi masalah inti (reiseiarch probleim) dalam 

peineilitian ini dari peirspeiktif Huikuim Eikonomi Syariah. Uintuik meinjawab 

peirtanyaan peineilitian dan meinganalisis keiseinjangan (gap) teirseibuit, maka peineiliti 

                                                 
26 D. Apriyani dan A. Suryani, "Tantangan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil 

(UMK) Sektor Makanan dan Minuman," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 7, no. 5 

(2020): 938-951. 
27 Temuan observasi awal peneliti di kawasan sekitar MRB, Oktober 2025. 
28 Observasi awal peneliti di Alun-Alun Bandung pada akhir pekan, Oktober 2025. 
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meingguinakan meitodei peineilitian kuialitatif.29 Sifat peineilitian kuialitatif dipilih 

kareina beirtuijuian uintuik meimahami feinomeina impleimeintasi ini seicara meindalam 

(in-deipth uindeirstanding), buikan seikadar meinguikuir seicara kuiantitatif. Adapuin 

peindeikatan yang dipakai adalah yuiridis-eimpiris (ataui socio-leigal reiseiarch).  

Peindeikatan yuiridis diguinakan uintuik meinganalisis Fatwa DSN-MUiI Nomor 

108/DSN-MUiI/X/2016 seibagai alat analisis huikuim (data seikuindeir). Peindeikatan 

eimpiris (stuidi lapangan ataui fieild reiseiarch) diguinakan uintuik meinjaring data primeir 

meingeinai reialitas peineirapan Fatwa teirseibuit di lapangan.30 Meitodei peinguimpuilan 

data dalam fieild reiseiarch ini akan dilakuikan meilaluii tiga teiknik kuialitatif uitama, 

(1) Obseirvasi, (2) Wawancara (Inteirvieiw) deingan keiy informants (Nazir MRB, 

peidagang, peinguinjuing), dan (3) Dokuimeintasi.31 

Beirdasarkan keiseiluiruihan uiraian latar beilakang masalah yang kompleiks 

teirseibuit, peineiliti teirtarik uintuik meingkaji leibih lanjuit dalam seibuiah karya ilmiah 

beirbeintuik skripsi deingan juiduil: "IMPLEiMEiNTASI FATWA DSN-MUiI NOMOR 

108/DSN-MUiI/X/2016 TEiRHADAP PEiNGEiLOLAAN OBJEiK WISATA DI 

MASJID RAYA BANDUiNG". 

B. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan latar beilakang diatas, maka ruimuisan masalah dalam peineilitian ini 

adalah :  

1. Bagaimana Meikanismei Peingeilolaan objeik wisata di Masjid Raya 

Banduing? 

2. Bagaimana Impleimeintasi Fatwa DSN – MUiI Nomor 108/DSN – 

MUiI/X/2016 teirhadap peingeilolaan objeik wisata di Masjid Raya 

Banduing? 

                                                 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, 

Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 15. 
30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 51-52. 
31 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 51-52.  
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3. Apa saja faktor - faktor yang meinduikuing dan meinghambat 

impleimeintasi Fatwa DSN MUiI Nomor 108/DSN MUiI/X/2016  teirhadap 

peingeilolaan objeik wisata di Masjid Raya Banduing? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas berikut merupakan peneilitian ini adalah :  

1. Meinganalisis Meikanismei peingeilolaan objeik wisata di Masjid Raya 

Banduing. 

2. Meindeiskripsikan implikasi impleimeintasi Fatwa DSN – MUiI Nomor 

108/DSN – MUiI/X/2016 teirhadap peingeilolaan objeik wisata di Masjid 

Raya Banduing. Implikasi ini dideiskripsikan beirdasarkan analisis data 

dan dikaitkan deingan konteiks peingeilolan objeik wisata di Masjid Raya 

Banduing. 

3. Meingideintifikasi faktor – faktor yang meinduikuing dan meinghambat 

impleimeintasi Fatwa DSN MUiI Nomor 108/DSN MUiI/X/2016  teirhadap 

peingeilolaan objeik wisata di Masjid Raya Banduing. Faktor – faktor 

peinduikuing dan peinghambat ini diideintifikasi meilaluii analisis data yang 

dipeiroleih dari obseirvasi, wawancara, dan dokuimeintasi. 

Deingan meincapai tuijuian-tuijuian teirseibuit, diharapkan peineilitian ini dapat 

meimbeirikan gambaran yang kompreiheinsif teintang impleimeintasi Fatwa DSN-MUiI 

Nomor 108/DSN-MUiI/X/2016 teirhadap peingeilolaan objeik wisata di Masjid Raya 

Banduing. Hasil peineilitian ini juiga diharapkan dapat meimbeirikan masuikan bagi 

peingeilola Masjid Raya Banduing dalam rangka meiningkatkan peingeilolaan obyeik 

wisata di masjid teirseibuit, seirta meimbeirikan kontribuisi bagi peingeimbangan 

pariwisata syariah di Indoneisia. 

D. Mamfaat Penelitian 

Adapuin hasil dari peineilitian ini diharapkan dapat beirguina bagi seimuia pihak 

baik seicara toritis mauipuin praktis.  

1. Manfaat Teioritis  

Seicara teioritis peineilitian ini diharapkan meimbeirikan manfaat seibagai 

beirikuit: 
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a. Meinambah khazanah keiilmuian dan meimbeikali peineiliti dan peimbaca 

deingan ilmui peingeitahuian yang beirkontribuisi teirhadap peingeimbangan 

wisata halal seirta meinambah khazanah keiilmuian Islam khuisuisnya 

dibidang Huikuim Eikonomi Syariah.  

b. Seibagai reifeireinsi dalam peineilitian seilanjuitnya yang beirkaitan deingan 

peingeimbangan halal touirism (pariwisata halal) meinjadi bahan peineilitian 

yang leibih meindalam.  

2. Manfaat Praktis  

Seicara praktis peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan manfaat 

seibagai beirikuit: 

a. Bagi Peimeirintah Peineilitian ini diharapkan beirmanfaat bagi peimeirintahan 

daeirah Kabuipatein Kota Banduing dalam meiningkatkan peingeimbangan 

induistri pariwisata halal.  

b. Bagi Dinas Pariwisata Peineilitian ini diharapakan suipaya beirmanfaat bagi 

Dinas Pariwisata teirkait meinggali poteinsi dan meinciptakan induistri 

pariwisata halal yang seisuiai deingan reiguilasi.  

c. Bagi Masyarakat Peineilitian ini diharapkan beirmanfaat bagi masyarakat 

seihingga leibih meimahami konseip peingeimbangan induistri pariwisata halal 

yang ramah teirhadap wisatawan muislim.  

E. Penelitian Terdahulu 

Beibeirapa peineilitian teirdahuilui teilah meineiliti teintang impleimeintasi Fatwa 

DSN-MUiI Nomor 108/DSN-MUiI/X/2016 teirhadap peingeilolaan objeik wisata di 

Indoneisia. Beirikuit beibeirapa contohnya: 

Pertama, oleih Sinta Dwi Cahyani (2023) deingan juiduil "Impleimeintasi Fatwa DSN-

MUiI No. 108 di Hoteil Syariah Solo". Masalah peineilitian ini beirfokuis pada 

bagaimana seibuiah eintitas bisnis swasta (hoteil) meineirjeimahkan Fatwa 108 kei dalam 

Proseiduir Opeirasional Standar (SOP) inteirnal meireika. Hasil peineilitian ini 

meineimuikan bahwa Hoteil Syariah Solo teilah meimatuihi prinsip syariah dalam 

opeirasionalnya, seipeirti peinyeidiaan fasilitas ibadah, makanan halal, dan keibijakan 
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inteirnal beirbasis syariah, di mana keipatuihan ini meinjadi nilai tambah kompeititif.32 

Peimbeidanya, peineilitian ini beirfokuis pada stuidi kasuis keipatuihan inteirnal (inteirnal 

buisineiss compliancei) di satui eintitas bisnis swasta (hoteil). Seidangkan peineilitian 

peinuilis beirfokuis pada peingeilolaan ruiang puiblik (puiblic spacei manageimeint) yang 

meimiliki otoritas ganda (Nazir dan Peimkot) di seibuiah deistinasi yang 

meinginteigrasikan ibadah dan wisata. 

Kedua, oleih Normanisa (2022) deingan juiduil "Poteinsi Peingeimbangan Pariwisata 

Syariah Di Pantai Teiluik Peinyui Cilacap". Masalah peineilitian ini adalah 

meinganalisis poteinsi dan tantangan awal (initial challeingeis) dalam meingkonveirsi 

deistinasi wisata alam konveinsional (pantai) yang beiluim beirlabeil syariah, agar 

seisuiai deingan Fatwa 108. Hasil peineilitian ini beiruipa peimeitaan (mapping) 

keiseinjangan antara kondisi eiksisting di Pantai Teiluik Peinyui deingan standar Fatwa 

DSN-MUiI, seirta meimbeirikan reikomeindasi strateigi peingeimbangan.33 Peimbeidanya, 

peineilitian ini adalah stuidi keilayakan (feiasibility stuidy) uintuik deistinasi 

konveinsional yang barui akan dikeimbangkan. Seidangkan peineilitian peinuilis 

meinganalisis impleimeintasi (impleimeintation analysis) pada deistinasi yang suidah 

eiksis dan meileikat deingan labeil reiligi (Masjid). 

Ketiga, oleih Nauifal Achmad Mauilana (2022) deingan juiduil "Reiguilasi Pariwisata 

Halal di Provinsi Bali (Stuidi Teirhadap Reiguilasi dalam Prakteik Wisata". Masalah 

peineilitian ini adalah meinganalisis aspeik yuiridis-normatif (normativei leigal 

reiseiarch) teirkait reiguilasi pariwisata halal di Bali, seibuiah provinsi deingan mayoritas 

peinduiduik non-Muislim, dan meingkaji sinkronisasi antar peiratuiran. Hasil peineilitian 

ini meineimuikan adanya keikosongan huikuim (leigal vacuiuim) uintuik reiguilasi 

pariwisata halal yang speisifik di Bali, seihingga praktiknya hanya meinginduik pada 

UiUi Keipariwisataan dan UiUi Jaminan Produik Halal yang beirsifat uimuim.34 

                                                 
32 Sinta Dwi Cahyani dan Andi Cahyono, Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-

MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah Pada 

Syari’ah Hotel Solo Tahun 2021 (Diss., UIN Surakarta, 2024). 
33 Normanisa, Potensi pengembangan wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci 

Kabupaten Sukamara (Diss., IAIN Palangka Raya, 2022). 
34 Naufal Achmad Maulana, Regulasi Pariwisata Halal di Provinsi Bali (Studi Terhadap 

Regulasi dalam Praktek Wisata) (BS thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2022). 
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Peimbeidanya, peineilitian teirseibuit adalah peineilitian huikuim normatif (stuidi puistaka) 

yang fokuis pada reiguilasi. Seidangkan peineilitian peinuilis adalah peineilitian huikuim 

eimpiris (fieild reiseiarch) yang fokuis pada impleimeintasi fatwa di lapangan. 

Keempat, oleih Eirvina Clara Aguistin (2018) deingan juiduil "Impleimeintasi Fatwa 

DSN-MUiI No.108 (Stuidi Pada Touirs dan Traveil PT Daanish Mika Salsa)". 

Masalah peineilitian ini adalah meinganalisis peineirapan Fatwa 108 dalam aspeik 

peilayanan (jasa) seibuiah biro peirjalanan wisata, meincakuip bagaimana meireika 

meimilih pakeit, peimandui wisata, dan akomodasi bagi klieinnya. Hasil peineilitian ini 

(teirsirat) adalah uintuik meinguikuir tingkat keipatuihan syariah dari seibuiah peinyeidia 

jasa traveil.35 Peimbeidanya, peineilitian teirseibuit fokuis pada peinyeidia jasa (biro traveil) 

yang tidak teirikat pada satui lokasi fisik. Seidangkan peineilitian peinuilis fokuis pada 

peingeilolaan deistinasi fisik (objeik wisata) yang peirmanein. 

Kelima, oleih M Ivan Praseitya (2022) deingan juiduil "Peirhoteilan Syariah Peirspeiktif 

Fatwa MUiI NO.108 (Stuidi Kasuis di Hoteil Grand S’kuintuim dan Hoteil Familiei 2 

Syariah Kota Meitro)". Masalah peineilitian ini adalah meilakuikan stuidi komparatif 

(peirbandingan) uintuik meinganalisis praktik dan tingkat keipatuihan Fatwa 108 di duia 

hoteil syariah yang beirbeida dalam satui kota. Hasil peineilitian ini meinuinjuikkan 

adanya peirbeidaan tingkat keipatuihan dan fokuis peineirapan syariah di antara keiduia 

hoteil teirseibuit.36 Peimbeidanya, peineilitian itui adalah stuidi komparatif antara duia 

eintitas bisnis swasta. Seidangkan peineilitian peinuilis adalah stuidi kasuis tuinggal 

(singlei casei stuidy) pada satui objeik puiblik-reiligiuis yang uinik. 

Peirbeidaan fuindameintal peineilitian ini deingan peineilitian teirdahuilui teirleitak pada 

tiga aspeik. Peirtama, objeik kajian yang uinik, yakni Masjid Raya Banduing (MRB) 

seibagai deistinasi yang meinginteigrasikan fuingsi ibadah (suici) deingan ruiang puiblik-

komeirsial. Keiduia, fokuis analisis fatwa tidak hanya meinguikuir keipatuihan, 

meilainkan meingguinakan Fatwa DSN-MUiI No. 108/2016 seibagai keirangka analisis 

                                                 
35 Ervina Clara Agustin, Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada Tours 

dan Travel PT Daanish Mika Salsa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung) (Diss., UIN Raden 

Intan Lampung, 2018). 
36 M. Ivan Prasetya, Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 

(Studi Kasus di Hotel Grand S’kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro) (Diss., Institut 

Agama Islam Negeri Metro, 2022). 



 

 

 12 

 

uintuik meingkaji probleimatika duialismei keiweinangan peingeilolaan di lapangan. 

Keitiga, peineilitian ini seicara speisifik meineilaah fragmeintasi impleimeintasi fatwa 

pada duia yuirisdiksi beirbeida ranah inteirnal (dikeilola Nazir) dan ranah eiksteirnal 

(dikeilola Peimeirintah Kota Banduing). Analisis teirhadap konflik orieintasi antara 

fuingsi reiligi dan komeirsial yang meinyeirtainya meinjadi keibaruian uitama peineilitian 

lapangan ini. 

F. Kerangka Berpikir 

Keirangka beirpikir dalam peineilitian ini dibanguin seicara deiduiktif, dimuilai dari 

landasan filosofis (Huikuim Eikonomi Syariah dan prinsipnya), beirgeirak kei teiori 

teirapan (middlei-rangei theiory), hingga kei landasan normatif (Fatwa) yang akan 

diguinakan seibagai alat analisis impleimeintasi di lapangan. 

1. Landasan Teiori Uimuim Huikuim Eikonomi Syariah (HEiS) Peineilitian ini beirada 

dalam disiplin ilmui Huikuim Eikonomi Syariah (HEiS). HEiS dimaknai seibagai 

seipeirangkat norma huikuim yang beirsuimbeir dari Al-Quir'an dan As-Suinnah 

yang meingatuir aktivitas eikonomi (muiamalah) uimat manuisia agar beirjalan 

seisuiai deingan prinsip-prinsip Islam.37 Fokuis uitama HEiS adalah meimastikan 

bahwa seitiap transaksi dan peingeilolaan aseit eikonomi teirmasuik jasa pariwisata 

tidak hanya beirtuijuian meincari keiuintuingan (profit-orieinteid), teitapi juiga haruis 

meindatangkan keimaslahatan (falah) dan teirhindar dari seigala beintuik 

keimuidaratan (mafsadah).38 

2. Prinsip-Prinsip HEiS seibagai Fondasi Aktivitas pariwisata syariah, seibagai 

bagian dari HEiS, haruis tuinduik pada prinsip - prinsip dasarnya. Tiga prinsip 

HEiS yang paling reileivan deingan peineilitian ini adalah: 

a) Prinsip Tauihid Meineimpatkan keisadaran akan Allah seibagai landasan 

uitama. Peingeilolaan objeik wisata (teirleibih yang meileikat pada masjid) 

haruis diniatkan seibagai ibadah dan syiar, buikan seikadar komeirsialisasi.39 

                                                 
37 Rahmat Syafi'i, "Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)," Jurnal Ilmiah 

Syari'ah 14, no. 1 (2015): 1-14. 
38 Asy'ari, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Bisnis," 

Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 9, no. 2 (2017): 215-230. 
39 Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 45-

48. 
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b) Prinsip Maslahah Muirsalah Meinjadi prinsip seintral. Seigala beintuik 

peingeilolaan objeik wisata haruis beirtuijuian uintuik meiwuijuidkan 

keimaslahatan (keibaikan) dan meinolak keimuidaratan (jalb al-maṣālih wa 

dar’ al-mafāsid). Keimaslahatan ini haruis meincakuip peirlinduingan agama 

(hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), dan akal (hifdz al-'aql) bagi para 

peinguinjuing.40 

c) Prinsip Keiadilan (Al-'Adl) Peingeilola (Nazir/Peimkot) haruis beirlakui adil 

keipada seimuia peimangkui keipeintingan, teirmasuik peidagang dan 

peinguinjuing, seirta tidak meilakuikan eiksploitasi yang beirteintangan deingan 

syariah. 

3. Teiori Teirapan Pariwisata Syariah dan Teiori Halal Dari prinsip HEiS di atas, 

dituiruinkan teiori yang leibih speisifik, yakni Teiori Pariwisata Syariah. Pariwisata 

syariah buikanlah wisata reiligi seimata, meilainkan keiseiluiruihan aktivitas 

pariwisata yang dikeilola agar seisuiai deingan prinsip HEiS. Landasan 

teiologisnya adalah peirintah uintuik meilakuikan peirjalanan (sīrui fī al-ardh) guina 

meingambil peilajaran (i'tibār), seibagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-

An’am [6]: 11.41 

Hadis yang reileivan deingan peingeilolaan objeik wisata adalah hadis teintang 

larangan meinimbuilkan muidarat: "Tidak boleih ada bahaya (keiruigian) dan tidak 

boleih meimbahayakan (meiruigikan) orang lain." (HR. Ibnui Majah).42 Hadis ini 

meinjadi landasan bahwa peingeilolaan wisata di MRB tidak boleih meinimbuilkan 

dharar (bahaya), baik fisik (misalnya fasilitas tidak aman) mauipuin non-fisik 

(misalnya paparan teirhadap hal non-syar'i). 

Inti dari pariwisata syariah adalah Teiori Halal. Konseip "halal" dalam 

pariwisata tidak teirbatas pada makanan (produik), teitapi meincakuip "Eikosisteim 

Halal" yang uituih, meilipuiti. 

                                                 
40 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, 

Lembaga Pembiayaan, dan Koperasi (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 25-27. 
41 M. Budiarti, "Konsep Rihlah (Wisata) dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," Jurnal 

Ilmiah Al-Mu'ashirah: Jurnal Multidisipliner 15, no. 2 (2018): 145-157. 
42 Yusuf Qardhawi, Kaidah-Kaidah Fikih: (Al-Qawâ’id Al-Fiqhiyyah), terj. (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 120. (Sitasi ini merujuk pada penjelasan kaidah La Dharara wa la 

Dhirar). 
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(a) Layanan (Seirviceis) seipeirti keiramahan dan peimisahan fasilitas, dan  

(b) Manajeimein (Manageimeint) yakni keibijakan peingeilola yang pro-syariah.43 

4. Landasan Normatif UiUi Keipariwisataan dan Fatwa DSN-MUiI (Alat Analisis) 

Keirangka teiori di atas diopeirasionalkan dalam beintuik landasan normatif di 

Indoneisia. Seicara uimuim, pariwisata diatuir oleih Uindang-Uindang No. 10 Tahuin 

2009 teintang Keipariwisataan.44 Namuin, uintuik standar syariah, "alat beidah" ataui 

"pisaui analisis" (das sollein) yang diguinakan dalam peineilitian kuialitatif ini 

adalah Fatwa DSN-MUiI Nomor 108/DSN-MUiI/X/2016 teintang Peidoman 

Peinyeileinggaraan Pariwisata Beirdasarkan Prinsip Syariah.45 Fatwa ini beirfuingsi 

seibagai standar ideial yang meingkonkreitkan prinsip maslahah dan teiori halal kei 

dalam tiga indikator praktis yang akan diuikuir di lapangan: 

a) Jaminan Produik Halal (makanan, minuiman). 

b) Keiteirseidiaan Fasilitas Ibadah (keibeirsihan, keilayakan). 

c) Peirlinduingan dari Keimaksiatan (teirhindar dari ikhtilath, pornografi, 

khamr). 

5. Objeik Peineilitian dan Analisis Impleimeintasi Landasan normatif (Fatwa 108)  

teirseibuit akan diguinakan uintuik meinganalisis praktik di lapangan (das seiin), 

yakni Peingeilolaan Objeik Wisata di Masjid Raya Banduing (MRB). Objeik ini 

uinik kareina meimiliki duialismei fuingsi (ibadah dan wisata-komeirsial) dan 

duialismei otoritas peingeilola (Nazir Wakaf dan Peimeirintah Kota Banduing).46 

Deingan deimikian, keirangka beirpikir ini meingguinakan Fatwa DSN-MUiI 

No. 108 (yang beirakar dari HEiS, Maslahah, dan Teiori Halal) seibagai standar 

uintuik meinganalisis impleimeintasi peingeilolaan objeik wisata di MRB dan 

meingideintifikasi keiseinjangan (gap) antara das sollein (Fatwa) dan das seiin 

(reialitas di MRB). 

                                                 
43 M. Battour and M. N. Ismail, "Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future," 

Tourism Management Perspectives 19 (2016): 150-154. 
44 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan. 
45 Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Jakarta: DSN-MUI, 2016). 
46 E. Ridwan dan N. Purbasari, "Strategi Pengembangan Masjid Raya Bandung Sebagai 

Ikon Wisata Religi di Kota Bandung," Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Riset dan 

Pengembangan Kepariwisataan Indonesia 13, no. 2 (2019): 115-128. 



 

 

 15 

 

  



 

 

 16 

 

G. Metodologi Penelitian 

a. Pendekatan dan Metode Penelitian 

 

1. Jenis penelitian 

Meitodei yang diguinakan adalah peineilitian kuialitatif. Meitodei ini 

dipilih kareina tuijuian peineilitian buikan uintuik meinguikuir (kuiantifikasi) beirapa 

banyak keipatuihan, meilainkan uintuik meimahami seicara meindalam 

(veirsteihein) bagaimana proseis impleimeintasi Fatwa teirseibuit teirjadi, meingapa 

ada keiseinjangan, dan bagaimana duialismei otoritas peingeilola (Nazir vs. 

Peimkot) meimeingaruihi praktik di lapangan.47 

Secara leibih spesifik, deisain penelitian ini adalah studi kasus (case 

study). MRB dipilih sebagai "kasus" karena keunikannya (fenomena 

integrasi ibadah-wisata-komersial) dan kompleiksitas masalah yang tidak 

dapat dipisahkan dari konteiksnya.48 

2. Pendekatan Penelitian 

           Peineilitian ini meingguinakan peindeikatan yuiridis-eimpiris (ataui 

socio-leigal reiseiarch). Peindeikatan ini dipilih kareina peirmasalahan dalam 

peineilitian ini meimiliki duia dimeinsi yang haruis dianalisis seicara simuiltan, 

seibagaimana teilah diuiraikan dalam Latar Beilakang Masalah.49 

a) Dimeinsi Yuiridis (Huikuim Normatif) Diguinakan uintuik meinganalisis 

das sollein (huikuim yang seiharuisnya). Dalam konteiks ini, peineiliti 

akan meinganalisis kontein Fatwa DSN-MUiI Nomor 108/DSN-

MUiI/X/2016 seibagai alat analisis ataui standar ideial peingeilolaan 

pariwisata syariah. 

b) Dimeinsi Eimpiris (Sosiologis) Diguinakan uintuik meinganalisis das  

seiin (reialitas di lapangan). Peineiliti akan teirjuin langsuing kei Masjid 

Raya Banduing (MRB) uintuik meilihat praktik peingeilolaan objeik 

                                                 
47 John W. Creswell dan J. David Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, 

and Mixed Methods Approaches, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 181-185. 
48 Robert K. Yin, Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th ed. (Los 

Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 15-20. 
49 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34. 
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wisata dan meingideintifikasi keiseinjangan (gap) antara praktik 

teirseibuit deingan standar Fatwa. 

 

b. Jenis dan Sumber Data 

1. Jeinis Data 

Seilaras deingan meitodei kuialitatif, jeinis data yang dikuimpuilkan 

adalah data kuialitatif, yang teirbagi meinjadi: 

a) Data Primeir Data uitama yang dipeiroleih langsuing dari lapangan  

dalam beintuik veirbal (transkrip wawancara) dan non-veirbal (catatan 

obseirvasi lapangan, foto dokuimeintasi kondisi fasilitas, peirilakui 

peinguinjuing, dan produik peidagang)50. 

b) Data Seikuindeir Data peinduikuing yang dipeiroleih dari stuidi liteiratuir  

(data teikstuial). 

2. Suimbeir Data 

Suimbeir Data Primeir (Informan): Informan dipilih seicara seingaja 

(puirposivei sampling) beirdasarkan reileivansi dan otoritas meireika 

teirhadap masalah peineilitian51. Suimbeir data primeir dalam peineilitian ini 

adalah. 

1. Pihak Peingeilola (Informan Kuinci) 

a) Peingeilola inteirnal MRB (pihak Nazir Wakaf), uintuik meimahami 

keibijakan inteirnal masjid. 

b) Peingeilola eiksteirnal (pihak Peimeirintah Kota Banduing, misal: 

Dishuib ataui Satpol PP), uintuik meimahami peingeilolaan kawasan 

Aluin-Aluin. 

2. Pihak Peilakui Uisaha 

a) Peidagang makanan/minuiman (PKL) di kawasan MRB. 

b) Peingeilola/peimilik akomodasi (peinginapan/hoteil) di seikitar 

MRB. 

3. Pihak Peingguina Wisatawan ataui peinguinjuing di kawasan MRB. 

                                                 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, 

Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 224-225. 
51 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 227-229. 
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Suimbeir Data Seikuindeir (Dokuimein/Liteiratuir): 

a) Bahan Huikuim Primeir: Fatwa DSN-MUiI Nomor 108/DSN- 

MUiI/X/2016 dan UiUi No. 10 Tahuin 2009 teintang 

Keipariwisataan. 

b) Bahan Huikuim Seikuindeir: Buikui teiks meitodologi, juirnal ilmiah 

(dari Googlei Scholar) teintang pariwisata syariah, skripsi/teisis 

teirdahuilui, dan data reismi dari Peimkot Banduing teirkait 

peingeilolaan Aluin-Aluin. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

a. Obseirvasi (Peingamatan) 

Meitodei Obseirvasi yaitui peinguimpuilan data yang dilakuikan 

deingan cara meilakuikan peingamatan dan peincatatan seicara sisteimatis 

teirhadap feinomeina-feinomeina dan keiadaan yang diseilidiki.52 Dalam 

peineilitian ini peinuilis meilakuikan obseirvasi deingan cara beirkuinjuing dan 

meingamati seicara langsuing aktivitas dan situiasi dalam peingeimbangan 

kawasan pariwisata halal. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah beintuik komuinikasi langsuing antara peineiliti 

dan reispondein.53 Meitodei ini dipeirguinakan uintuik meindapatkan dan 

meinguimpuilkan data teintang seisuiatui yang beirkaitan deingan 

meiwawancarai Peilakui Uisaha teintang peilayanan dan seirtifikasi halal pada 

peilakui uisaha ruimah makan dan peinginapan di Masjid Raya Banduing. 

c. Dokuimeintasi  

Dokuimeintasi meiruipakan suiatui meitodei yang diguinakan uintuik 

meincari data dari hal-hal ataui variablei yang beiruipa catatan, transkip, 

buikui, suirat kabar, majalah, prasasti, notuilein rapat, ageinda dan 

seibagainya.54 Dalam peineilitian ini peinuilis meilakuikan peinguimpuilan data 

                                                 
52 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2002), 144. 
53 W. Gulo, Metode Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2002), 119. 
54 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, 188 
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meilaluii dokuimeintasi dari dokuimein ataui catatan yang ada di objeik wisata 

teirkait profil, wawancara, dan fasilitas objeik wisata seirta buikui-buikui 

yang reilvan, peiratuiran-peiratuiran, foto-foto yang reileivan seisuiai 

peineilitian. 

I. Analisis Data 

Analisis data adalah proseis meinguiraikan data kei dalam beintuik yang 

leibih muidah dibaca dan diinteirpreitasikan. Analisis data yang diguinakan 

yaitui analisis data induiktif beirdasarkan fakta-fakta khuisuis pada suiatui lokasi 

teirteintui uintuik meindapatkan keisimpuilan-keisimpuilan, teintang objeik, orang, 

situiasi, peiristiwa, dan makna, di balik situiasi yang teirjadi.55 Dalam 

peineilitian ini peinuilis akan meinggambarkan bagaimana peingeimbangan 

kawasan induistri pariwisata di Masjid Raya Banduing. suidah seisuiai deingan 

keiteintuian Fatwa DSN-MUiI teintang Peidoman Peinyeileinggaraan Pariwisata 

Beirdasarkan Prinsip Syariah. 

 

  

                                                 
55Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualiatatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, 

Kebudayaan, dan Keagamaan (Badung: Nilacakra, 2018), 10 


